
BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATT'RAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR '1 !. raaUx ZOrn

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAT{A ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pernbentukan Daerah-
daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 817);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor l30,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

s049);
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

1 0 . Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 20 1 I tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraar

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan

Spekrtum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndooesia Nomor 3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Penyiaran Lokal ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4566);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tatrun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penlaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4567);

15. Perahran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kdbupatenfl(ota (Lembaran Negara Repuplik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Perattran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5285);

17. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 200g
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja sebagaimana teletr diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l0 Tahrm 200g tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja (*mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 201 I tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
201I Nomor 06).



Menetapkan
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MEMUTUSKAITT:

PERATI]RAN BIJPATI TANA TORAJA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMTJNIKASI

BAB I
KETENTUAI{UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah arlalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
3. Dinas Perhubungan lnformatika dan Posrcl selaojutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas

Perhubungan lnformatika dan Postel lGbupaten Tana Toraja.
4. Kepala Dinas adalatr Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Tana Toraja.
J. ladan adalah sekumpulan orang dao/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melalokan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara ( BUMN ) atau Badan
usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nema dan dalam bennrk apapuE Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Mass4 Organisasi Sosial politih
atau organisasi lainny4 Lembaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak infestasi kolekif
dan bentuk usaha tetap.

6. Jasa ndalah kegiatan Pemerintah Daerah lGbupaten Tana Toraja berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau bedan.

7. ltr,a Umum adalah jasa yang disediakatr atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8' wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melalorkan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pernotong Retribusi.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dib€rikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

l0' Menara telekomunikasi yang selanjutrya disebut menara adalah bangunan unnrk kepentingan
umum yang didirikan diatas tqnah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontnrksi
dengan bangunan gedung yang diperg,oakan untuk kepentingan umum yang stnrktur fisiknya
dapat berupa rangka baja diikat oleh berbagai 5imFul atau berupa bentuk tunlgal tanpa simpul,
dimana firEsi, desain dan konsnuksinya disesuaikan sebagai saraoa penunjang menempatkan
perangkat telekomunikasi.

ll' Retribusi Pengendalian Metara Telekomunikasi adalah pnngutan daerah yang dikenakan atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata nrang,
keamanan dan kepentingan umum.

12. Nilai bangunan menara adalah nilai jual objek pajak atas bangunan menara telekomunikasi yang
dihitmg berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi, luas lokasi menara Telekomunikasi dan
luas tiang penyangga menara Telekomunikasi.

13. Nilai jual objek pajak yang selanjuhya disingkat NJop adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari hansalGi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transatsi;ua Ueti,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14. surat ketetapan Retibusi Daerah, yang setanjutnya disingkat dengan sKRD adalah surat
ketetapan Retibusi yang menentukan besamya jumlah pokok rctribusi yang terutang.
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15' surat Setoran Retribusi Daerah, yang seranjutnya sSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah merarui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2
NJOP Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi. luas
lokasi menara telekomunikasi, dan luas tiang penyangga menara telekomunikasi.

BAB III
TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3
(i) Tata cara mendapatkan NJOP menara telekomunikasi adalah :

a. NJOP Bumi adalah NJOP PBB-P2 X Luas Lokasi Menara Telekomunikasi.
b. NJOP Bangunan adalah Hasil dari Penilaian Individu dengan rumus sebagai berikut:

l. NJOP/M2 = Biaya Pembuatan Tower x Luas Bangunan; ( panjang x lebar x tinggi )
2. NJOP Bangunan = NJOP/M2 X Luas Tiang Penyangga.

(2) NJOP Menara Telekomunikasi adalah hasil penjumlalran NJOP Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a dengan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b.

(3) Untuk menentukan besamya hasil NJOP menara Telekomunikasi dipengaruhi oleh tinggi
menara Telekomunikasi dengan klasifi kasi sebagai berikut:

Ketinggian Ketinggian Ketinggian Ketinggian Ketinggian Ketinggian Ketinggian Keiinggian Ketinggian
s/d l0 m llc/d20m 2l s/d 30 m 3l s/d/40 4l s/d 50 m 5l s/d 60 nr 6l s/d./70 m 7l s/d t0 m Dsl

(4) Besamya NJOP menara Telekomunikasi adalah besamya NJOP menara Telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipengaruhi oleh ketinggian menara telekomunikasi

sesuai klasifikasi tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
TARIF'DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRBUSI

Pasal 4

Tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan 2% (dua persen) dari NJOP Menara

Telekomunikasi.

Pasal 5

Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 dengan NJOP menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2).

BAB V
TAT,A. CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperti tercantum dalam

lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.



pasal 7(l) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar oleh wajib retribusi atau kuasanya denganmenggunakan SSRD arau Tanda Bulti pembayaran.
(2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :

a"Disetor langsung ke Kas Daerah;
b.Disetor melalui Bendahara penerima

(3) Dalan hal pembayaran dilakukan melalui Beodahara penerima pada Dinas, maka hasilpenerimaan rctibusi hanrs disetorkan ke IGs Daerah oleh Bendahara penerima serambat-lambatnya lx24 (satu kali dua puluh empat ) iam terhitung sejak tanggal penerimaan retribusi.(4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah tercantum dalam lampiran IIPeraturan Bupati ini dan merupakan bagian ti lak terpisabkan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

BAB VII
KETENTUAN PEIYUTT]P

Pasd 9

S:*nT* melgenai perhitungan retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku sampai
ditetapkannya NJOP PBB bagi menara teleliominikasi.

Pemturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya ddam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

TIIEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH TEN TANA TORAJA.

KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAIA TAHUN 2OI4 NOMOR



uiapineN r : PERATURAN BUPAT] TANA TORAJA

: PERATURAN PELAI$ANAAN PEMTJNGLTIAN RETRIBUSI PENGENDALI.AN MENARA TELEKOMUNIKAS]

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI TANA TORAJA,

NOMOR

IENTANG

AEKAB. TANAPEN{ERINT

TORAJA
SURATKETETAPAII RETRIBUSI DAERAE

(sKRD) NO.URUT

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK RETRtsUSI (NPWWR)
TANGGAL JATUH TEMPO

MASA

TAHUN
NAMA

AI,AMAT

NO KODE REKENINC URAIAN R-ETRIBUSI Jumlah (Rp)
I

)
3

4

Jumlah Ketetapan pokok Retribusi

Jumlah Sanksi a. Bunga

b. Kenaikan

Junlah Keseluruhan

ApdiL SKR-D ini !id.I er lorrrS dit yr lc*n "ih Ftitrg lE! 30 r'ri ,...t h SKRD dildDr ltar (6srd jd$ tulo) ,riLarr_6 ..ELri .rfrtntdr taq. hE€r !.bco 2% F bd6

Deag8tr Huuf:

Nip.

l. Hip plardorEltL! .n pd. BdtiBaddEt pGin!{n . . .. ....

.,..,........ Tang9a1..,.......,..

An. Kepala DPPKAD Kfb Tsns Torajs
Ktbid Pcnetrpan

........ -.p oto ng dls k L

NO.L]RUT:

f!ti! (le b({t ( kimy! !.hasd .ld hhi

(

TANDA TERIMA
AMA

Urtul Raihlli *D.rri Raritoli Prtt, Rdihd forEd SKRD

No. URUT :........

Tanggal.....

Yang menerimaALAMAT
NPWR

Colatan:
l. Pa.rq6 Jmlh SKRD .IidrELe p6dr mo FtinryD !.b.gri ilrE pa46r p.jd.

THEOFILUS ALLORERUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAII (ssRD)

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu............................

Telah menerima uang sebesar Rp.

( Dengan huruf ..

a)

d)

b)

c) Dari Nama

Alamat

Sebagai Pembayaran

Kode Jumlah

R

l4

JUMLAH

Pembayar / Penyetor

) )

e) Tanggal diterima uang

MPNIP

Mengetahui :

Bendahara Penerimaan / Pembantu

: Untuk
: Untuk pembantu
: Anip

Lembar Asli
Salinan 1

Salinar 2

EEEEEEIIII

. LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR

TENTANG : PERATIJRAN PELAKSANAAN PEMTJNGTJIAN RETR]BUSI PENCENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTI]K DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI TANA TORAJA,

TI{EOFILUS ALLORERIJNG


